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PERATURAN DAERAH PROPINS| DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1986 '

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DANTATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
DAERAH |STIN’IEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN.YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

a.

.

bahwa dalam rangka pefaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
mor 274 Tahun 1982 fentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organi-
sasi dan Tata Kerja\Cabang Dinas Daerah Tingkat 1 serta untuk pening-
katan dan kelanaran penyelenggaraan tugas dinas, perlu menyesuaikan
pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Perkebun-
an PropmSI Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetap-
kan.

bahwa untuk maksud. tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Mengingat :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta-
-han di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi
Aceh ;

3. . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan se-

bahagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I ;
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4, Peraturaﬁ Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri-Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pe-
doman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
yo Instruksi Menteri Dalam N.f;geri-Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pe-
tunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan

_ Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat | ; :

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisam dan Tata Kerja Cabang Di-
nas Daerah Tingkat | ; : S

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Isti-
mewa Aceh, '

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -~

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TEN-
TANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
- CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINS! DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagérah-ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah‘Daerah = : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Is-
timewa Aceh,
b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah |sti-
mewa Aceh.
¢c. Dinas : adalah Dinas Perkebunan Propinsi Dae-
rah lIstimewa Aceh ;
d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perkebunan Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh, ’
e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Per-
' kebunan Propinsi Daerah [stimewa Aceh;
f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas
' Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh ; '
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BAB 11
PEMBENTUKAN
- Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

_a".

(1).
(2).

Cabang |, berkedudukan di Kota jantho melxputlwﬂayah kerja Kabu-

"paten Daerah T:ngkat I1 Aceh Besar ;

Cabang I, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Dae- -

‘rah Tingkat !l Pidie ;

Cabang 11, berkedudukan di Lhokseumawe mellputl w1anah kerja Kabu-
paten Daerah Tingkat il Aceh Utara '

Cabang v, berkedudukan di Langsa mehput: wilayah kerja Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Aceh Timur ;

Cabang V, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten

Daerah Tingkat Il Aceh Tengah ;

Cabang VI, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabu-
paten Daerah Tingkat 1§ Aceh Barat ;

Cabang V1, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabu—
paten Daerah Tingkat [l Aceh Selatan ;

Cabang Viii, berkedudukan (di Kutacane mellputl wtlayah kerja Kabu- .
paten Daerah Tingkat 11 Aceh' Tenggara ;

Cabang I1X, berkeduddkan di Sabang meliputi w1Iaya.h kerja Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Sabang ;

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinaﬁ.
Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang
menjadi tanggung jawabnya dan me[aksanakan tugas pembantuan yang di-
serahkan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 'pasal 4 Peraturan Daerah ini,
Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan kebijaksanaan tehnis, memberikan bimbingan dan pem-
binaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-

.kan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

melaksanakan keglatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan
perundang-u ndangan yang berlaku ;

melakukan pengamanan dan pengendalian. tehnls atas pelaksanaan tugas
sesuaj dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ber-
dasarkan perattiran perundangfun'dangan yang berlaky, -

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

. Susunan Organisasi Cabang Dinas terdun darl :

Kepala Cabang Dlnas
Sub Bagian Tata Usaha ;
Seksi Tehnik Produksi §
Seksi Bina Usaha Tani ;
Seksi Penyulyhane;

poo T

. Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang
" berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

. Bagan Swusunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terfampir pada

Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak da.pat dipisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawa-

‘hannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;

mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi
dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan iembaga fain-
nya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk
memperiancar pelaksanaan tugasnya ;
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d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam
bidang tugasnya.

' Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan adminis-
tratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas. '

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini,
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;

menyelenggarakan urusan kepegawaian ;

menyelenggarakan urusan keuangan ;

menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
‘melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh.Kepala Cabang Dinas
dalam bidang tugasnya ;

o o0 op

Pasal 10 °

Seksi Tehnik Produksi mempunyai tugassmembantu Kepala Cabang Dinas
dalam menyelenggarakan kegiatan tehnik produksi tanaman perkéebunan.

Pasal 11
Untuk menyelenggarakan, tugas tersebut pada pasal 1Q Peraturan Daerah

ini Seksi Tehnik Produksi‘'mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan menyusun dan menganalisa data statistik dan pelaporan
serta melaksanakan penyusunan kebijaksanaan operasional dxb|dang per-
kebunan ; - :

b. melaksanakan perumusan operasional pembinaan dan pengawasan bidang

~ tehnik produksi rehabilitasi perluasan perkebunan dan perlindungan ta-

naman sesuaj dengan. kebljaksanaan dan pedoman- pedoman tehnik yang
berlaku ; :

¢. 'menyelenggardkan pembinaan dan pengendaltan sarana-sarana produk5|
tanaman perkebunan ;

d. membuat laporan tertulis secara berkala dalam bidang tehnik produksi ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas
dalam bidang tugasnvya ;

f. memberikan saran dan atauy pertimbahgan kepada -Kepa'[_a Cabang Dinas
tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
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